
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit Penindakan Hukum Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai unit forum
yang mewakili seluruh instansi yang mempunyai

kewenangan di bidang penegakan hukum di laut, perlu
diberikan panduan bagi Unit Penindakan Hukum Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia;

b. bahwa panduan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a untuk memberikan kesamaan pola pikir, sikap,
tindakan dan kepastian hukum bagi personel Unit
Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut Republik

Menimbang
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1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor296, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor380);

3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-
001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia;

4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi
Keamanan dan Keselamatan Laut Badan Keamanan Laut
RepublikIndonesia;

Indonesia dalam melaksanakan koordinasi penanganan
perkara hasil tangkapan operasi Bakamla RI, perlu
disusun petunjuk pelaksanaan hal yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum
dalam Surat Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Standar Operasional Prosedur Koordinasi Penanganan
Perkara Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia tidak dapat memenuhi kondisi saat
ini perlu dilakukan penyempumaan dan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Perkara Hasil Tangkapan Operasi Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia;
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Pasa11
Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden
melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

2. Unit Penindakan Hukum Bakamla RI yang selanjutnya
disebut UPHadalah satuan organisasi Bakamla RIyang
dibentuk untuk melaksanakan tugas penindakan,
penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran

hukum di laut.
3. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Kepala Bakamla RIadalah pimpinan
Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara
bidang keamanan dan keselamatan laut.

4. Kepala Unit Penindakan Hukum yang selanjutnya
disebut Kepala UPH adalah pimpinan UPH dan
penanggung jawab penyelenggaraan tugas, fungsi, dan

kewenangan UPH.

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:
PERATURANKEPALABADANKEAMANANLAUTREPUBLIK
INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENANGANANPERKARA HASIL TANGKAPANOPERASI
BADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA.

5. Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Penindakan Hukum.;
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Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara HasilTangkapan
Operasi Bakamla RI merupakan acuan bagi penyelenggara
yang bertanggung jawab dalam pelaksanakan koordinasi
penanganan perkara hasil tangkapan operasi BakamlaRI.

5. Personel Bakamla RIyang selanjutnya disebut Personel
adalah PegawaiTetap dan PegawaiPerbantuan.

6. PegawaiTetap adalah pegawaiyang berasal dari internal
BakamlaRI,yaitu calon pegawainegerisipildan Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh
Kepala Bakamla RI setelah memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. PegawaiPerbantuan adalah pegawai yang berasal dari
instansi penegak hukum yang diperbantukan di

Bakamla RI, yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia,
KepolisianRepublikIndonesia, dan PegawaiNegeriSipil
instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla RI
berdasarkan keputusan Kepala Bakamla RI diangkat

dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara
penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla
RI.

8. Pegawai Perbantuan UPH yang selanjutnya disingkat
PPUPH adalah pegawai yang berasal dari instansi

penegak hukum yang diperbantukan ke Bakamla RI
berdasarkan keputusan Kepala Bakamla RI sebagai
representasi kementeriarr/Iernbaga yang mempunyai

kewenangan di bidang penegakan hukum di laut, yaitu
anggotaTentara NasionalIndonesia, KepolisianRepublik
Indonesia, dan PegawaiNegeriSipil instansi lain yang
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bakamla RI
berdasarkan penunjukan kementeriany lembagatersebut
dan sifatnya nonstruktural.
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Pasal6
Biayapenanganan perkara hasil tangkapan operasi Bakamla
RIsebagaimana tercantum dalam Standar BiayaPenanganan
Perkara Unit Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia yang dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan AnggaranBakamla RI.

Pasa15
Pelaksanaan kegiatan tim penanganan perkara hasil
tangkapan operasiBakamlaRIakan diatur lebih lanjut dalam
bentuk surat perintah Kepala Badan Keamanan Laut

RepublikIndonesia

Pasal4

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Hasil Tangkapan

Operasi Bakamla RImelipu ti:

a. pendahuluan;
b. hierarki dan prinsip koordinasi penindakan hukum;
c. prosedur penindakan hukum; dan
d. penutup.

Pasal3

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Hasil Tangkapan

Operasi Bakamla RI disusun untuk:

a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI

dalam melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan

perkara hasil tangkapan operasi Bakamla RI; dan

b. meningkatkan integritas dan profesionalitas Unit

Penindakan Hukum Bakamla RI dalam suatu kesatuan

dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang

efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
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A.TaufiqR.
Laksamana MadyaBakamla

KepalaBakamla RI,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal \0 Ss{>t.emb-er 201~

Pasal9
Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Pasal8

Pada saat Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku,

Surat Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Koordinasi Penanganan Perkara Unit
Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Hasil Tangkapan

Operasi Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Bakamla RI ini.
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A. Latar Belakang

Penindakan hukum Bakamla RIadalah suatu upaya pelaksanaan
penegakan hukum dalam rangka tegaknya norma-norma beserta aturan
yang dianut dalam hukum nasional dan hukum internasional. Untuk
mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas penindakan hukum
Bakamla RI secara optimal, maka diperlukan pemilihan personel yang

tepat, dukungan saran a dan prasarana, aspek legalitas serta
ketentuarr/petunjuk yang menyangkut sistem, metode dan teknik yang

berlaku bagi penindakan hukum Bakamla RIsesuai dengan Tupoksinya.
Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Bakamla RI,

sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014
tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang berkaitan
dengan penindakan hukum di laut adalah melaksanakan patroli
keamanan dan keselamatan laut dengan memberdayakan peralatan
surveillance yang dimiliki serta terpadu (sinergitas). Adapun target
utama dalam setiap operasi Bakamla RI yaitu menangkap para pelaku

BABI
PENDAHULUAN

PETUNJUKPELAKSANAANPENANGANANPERKARA

HASILTANGKAPANOPERASI

BADANKEAMANANLAUTREPUBLIKINDONESIA

Lampiran I
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2019
Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara
Hasil Tangkapan Operasi Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
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c. Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi hierarki koordinasi
penindakan hukum, prinsip koordinasi penindakan hukum, dan
prosedur penindakan hukum terkait kegiatan koordinasi penindakan,
penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut yang
dilakukan oleh Unit Penindakan Hukum.

D. Pengertian Umum
Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Penindakan Hukum (UPH)adalah unit forum yang mewakili

seluruh instansi yang mempunyai kewenangan dibidang penegakan
hukum di laut baik yang ada di kantor pusat maupun perwakilan
UPHdi Kantor KamlaZona berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaBakamla RI.

Memberikan pedoman secara umum tentang penyelenggaraan
koordinasi penanganan perkara Unit Penindakan Hukum sebagai
salah satu fungsi Bakamla RI, serta menyamakan persepsi dan
pelaksanaan koordinasi dari para personel di lapangan.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penindakan hukum
secara terarah dan terencana sehingga pada pelaksanaan tugas
penindakan hukum terhadap hasil operasi Bakamla RI dapat
berdaya guna dan tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

tindakan illegal di laut yang proses hukum lebih lanjutnya diserahkan
kepada penyidik stakeholder yang berwenang.

Guna terlaksananya tugas penindakan hukum secara berdaya
guna dan tepat sasaran, maka perlu dibuat ketentuan Standar
Operasional Prosedur (SOP)yang menyangkut sistem, tata cara dan
metode pelaksanaan penindakan hukum di Bakamla RI.
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2. Kepala Unit Penindakan Hukum adalah pejabat Eselon Il.a yang
bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penyampaian

hasil, evaluasi dan pelaporan koordinasi penindakan, penyelidikan
dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut yang
bertanggungjawabkepada KepalaBakamla RI.

3. Subbagian Tata Usaha adalah unsur dukungan administrasi
pelaksanaan tugas Unit Penindakan Hukum yang terdiri dari

koordinator pelaporan perkara, koordinator administrasi serta
perwakilanpersonel kantor ZonaMaritimyang dikoordinasikanoleh
Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada
KepalaUnit Penindakan Hukum.

4. Satuan Tugas adalah pelaksana sebagian tugas unit penindakan
hukum berdasarkan jenis pelanggaran hukum di laut yang yang

merupakan representasi dari instansi yang mempunyai
kewenangan penegakan hukum di laut dan bertanggung jawab
kepada KepalaUnit Penindakan Hukum.

5. Koordinasi Penanganan Perkara adalah serangkaian kegiatan
koordinasi UPHBakamla RI bersama stakeholder yang menerima

dan memproses hukum lebih lanjut terhadap perkara hasil
tangkapan operasiBakamla RI.

6. Koordinasi Penanganan Perkara Lanjutan adalah serangkaian
kegiatan koordinasi lanjutan UPHBakamla RIbersama stakeholder
yang menerima dan memproses hukum lebih lanjut terhadap
perkara hasil tangkapaan operasi Bakamla RI yang prosesnya

belum tuntas.
7. Telegram adalah bentuk surat pemberitahuan awal telah terjadi

penangkapan olehunsur OperasiBakamlaRIyang dikeluarkan oleh

Komandan Kapal dan atau Kepala Kantor Kamla Zona Maritim
sebagai salah satu dasar dibuatnya surat perintah koordinasi
penanganan perkara oleh KepalaBakamla RI.

8. Perkara Tindak Pidana di laut adalah masalah, persoalan, urusan
dilaut yang perlu diselesaikan atau dibereskan secara hukum yang
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diatur oleh Undang-undang Tindak Pidana Tertentu atau Undang­
UndangTindak Pidana Khusus.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

UPHBakamla Rl, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang
terjadi dilaut, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penindakan hukum dan atau penyidikan lebih lanjut.

10. PenyidikanAwaladalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
UPHBakamla RI terhadap hasil tangkapan Operasi Bakamla RI

untuk secara bersama-sama memastikan kebenaran atas terjadinya
tindak pidana dilaut berdasarkan bukti permulaan yang cukup
untuk kemudian diserahkan kepada penyidik stakeholder sesuai
kewenangannya untuk diproses hukum lebih lanjut.

11. Penindakan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan, penyidikan awal, penanganan tersangka dan barang
bukti, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses hukum oleh
penyidik stakeholder yang menerima berkas perkara dari Unit
Penindakan Hukum.

12. TimPenyelidikanadalah Personel UPHBakamla Rl yang dibentuk
berdasarkan Surat Perintah Kepala Bakamla RI untuk
melaksanakan kegiatan penyelidikanyang berada dibawah kendali

dan bertanggungjawab kepada KepalaUPHBakamlaRl;
13. Tim Penindakan adalah Personel UPHBakamla RI yang dibentuk

berdasarkan Surat Perintah Kepala Bakamla RI untuk
melaksanakan kegiatan penindakan atas dugaan terjadinya tindak
pidana dilaut untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan
penyidikanawal sebelum diserahkan kepada stakeholder;

14. Tim Penanganan Perkara adalah Personel UPHBakamla RI yang
terdiri dari personel Unit Penindakan Hukum, personel Direktorat
Hukum, personel Direktorat Operasi atau personel unit kerja
lainnya di Bakamla RIyang dibentuk berdasarkan Surat Perintah
Kepala Bakamla RI untuk melaksanakan kegiatan koordinasi
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penanganan perkara hasil tangkapan operasi Bakamla RI untuk

diserahkan kepada stakeholder dalam rangka proses hukum lebih
Ianjut;

15. Stakeholderpenyidik adalah instansi penegak hukum di Iaut yang

menerima dan memproses hukum lebih Ianjut terhadap perkara
tangkapan hasil operasi Bakamla RIberdasarkan kewenangannya;

16. Unit Teknis Iainnya adalah unsur kapal operasi seperti KN

Bakamla,RHIB,dan Catamaran, dan Unit pelaksana teknis seperti
Kantor Zona, Pangkalan, SPKKL,Stasiun Bumi atau unit kerja lain
di Bakamla RIyang mendukung pelaksanaan proses hukum Iebih
Ianjut terhadap perkara tangkapan hasil operasi Bakamla RI

17. OperasiKhusus adalah kegiatan operasi dalam rangka penindakan
hukum dilaut dengan sasaran dan waktu tertentu yang

pelaksanaannya diawali dengan kegiatan Penyelidikan oleh UPH
Bakamla RI;

18. OperasiRutin adalah kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh
DirektoratOperasi Laut secara berkala dan terencana;

19. Anggararr/Biaya Penanganan Perkara adalah anggaran biaya yang
berasal dari RKA/KL UPH Bakamla RI untuk memberikan
dukungan biaya terhadap pelaksanaan kegiatan UPHBakamla RI
pada proses penyelidikan sampai dengan penyerahan perkara

kepada stakeholder serta kegiatan yang mendukung pada proses
hukum terhadap perkara tangkapan hasil operasi Bakamla RI
berdasarkan Standar BiayaPenanganan Perkara.
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A. Umum

1. Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209).

2. Undang-undang Nomor32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5603).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5772).

4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor380).
5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor

PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata
KerjaBadan Keamanan Laut Republik Indonesia.

6. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi
Keamanan dan Keselamatan Laut Badan Keamanan Laut Republik

Indonesia.
7. Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan

Hukum.

BAB II

HIERARKIDANPRINSIPKOORDINASIPENINDAKANHUKUM
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c. PembagianTugas di LingkunganUnit Penindakan Hukum
1. Kepala Mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab

atas kegiatan Unit Penindakan Hukum dalam hal
perencanaan, pelaksanaan, penyampaian hasil,
evaluasi dan pelaporan koordinasi penindakan,
penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran
hukum di lautyang bertanggungjawabdan melaporkan
kegiatannya kepada KepalaBakamla RI;

B. MekanismePrinsip,meliputi:

1. Legalitas yaitu proses koordinasi penanganan perkara hasil
tangkapan operasi Bakamla RI yang dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Profesionalyaitu personel dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
wewenangdisesuaikan kompetensiyang dimiliki.

3. Proporsional yaitu setiap personel dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya.

4. Prosedural yaitu koordinasi penanganan perkara hasil tangkapan
operasi Bakamla RI dan penyerahan berkas perkara kepada
penyidik stakeholder dilaksanakan sesuai Standar Operasional
Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan.

5. Transparan yaitu proses koordinasi penanganan perkara hasil
tangkapan operasi Bakamla RI dilakukan secara terbuka yang
dapat diketahui perkembangannyaolehmasyarakat.

6. Akuntabel yaitu proses koordinasi penanganan perkara hasil
tangkapan operasiBakamlaRIyang dilakukan dapat dipertanggung
jawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

7. Efektif yaitu proses koordinasi penanganan perkara hasil
tangkapan operasi Bakamla RI dilakukan secara cepat, tepat dan

tuntas.
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Membantu UPH dalam berkoordinasi dengan
jajaran TNIAL.
Memberikan saran atas penanganan perkara dan
penindakan hukum.

Tim a.
Penanganan
Perkara I b.

3.

Koordinator Pelaporan Perkara dalam menyusun

rencana kerja, evaluasi dan pembahasan serta

pengawasan pelaksanaan tugas administrasi UPH.

f. Membuat laporan dan mengarsipkan dokumentasi

serta notulensi pelaksanaan hasil rapat kegiatan
yang dilaksanakan oleh UPH.

g. Mencatat dan mempersiapkan agenda kegiatan
harian KepalaUPH.

h. Memeriksadan memparaf konsep dan rancangan
persuratan yang akan ditandatangani Kepala

UPH.
i. Mencatat dan mengarsipkan setiap surat baik

surat yang masuk maupun surat keluar UPH.
J. Membuat klasifikasi dan pencatatan administrasi

personel UPHmeliputi data pribadi dan penilaian

kinerja SKP.

k. Membantu pelaksanaan administrasi dan perkara
UPHdengan berkoordinasi kepada masing-masing
KoordinatorSatgas.

danAdministrasiKoordinatore. Membantu

a. Mengoordinasikan administrasi UPH.

b. Melaksanakan tugas koordinasi penindakan dan

penanganan perkara.

c. Membantu Kepala UPH dalam mengoordinasikan

pelaporan perkara dan administrasi perkara.

d. Membantu Kepala UPH dalam mengoordinasikan

tugas personel pusat dan perwakilan.

2. SubbagTU
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Membantu tugas KepalaUPH.
Menghimpuninformasi perkara.
Mengoordinasikanlaporan perkara.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPH.

jajaran PenyidikPegawaiNegeriSipil.
Memberikan saran atas penanganan perkara dan
penindakan hukum.
Melaksanakan tugas yang diberikan KepalaUPH.c.

a. Membantu UPH dalarn berkoordinasi dengan

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPH.

jajaran Kejaksaan.
Memberikan saran atas penanganan perkara dan
penindakan hukum.
Melaksanakan tugas yang diberikan KepalaUPH.c.

a. Membantu UPH dalarn berkoordinasi dengan

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPH.

jajaran Kepolisian.

Memberikan saran atas penanganan perkara dan

penindakan hukum.

c. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala UPH.

a. Membantu UPH dalarn berkoordinasi dengan

c. Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala UPH.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPH.

- 15 -

7. Koordinator a.

Pelaporan b.

Perkara c.

Penanganan

Perkara IV b.

6. Tim

Penanganan

Perkara III b.

S. Tim

Penanganan

Perkara II b.

4. Tim



9. Perwakilan a. Membantu tugas kesekretariatan UPH.
Kantor Zona b. Melaksanakan tugas koordinasi penanganan

perkara di wilayahZona.
c. Melaporkantahap awal pemeriksaan perkara.
d. Merekapitulasi data penanganan perkara di

lingkungan Zona.

d. Mengoordinasikan keuangan UPH dengan PPK
dan bagian keuangan.

e. Mengoordinasikan pencatatan, penyimpanan
persuratan, arsip dan administrasi.

f. Merekapitulasikeuangan perkara.
g. Memberi dukungan administrasi kepada Kepala

UPHdan TimPenanganan Perkara.
h. Melaksanakan tugas yang diberikan KepalaUPH.
i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPH.

anggaranperencanaanAdministrasi b. Mengoordinasikan

perkara.
c. Mengoordinasikan pengajuan anggaran perkara

dengan stakeholder.

8. Koordinator a. Membantu tugas KepalaUPH.

d. Mengoordinasikan penanganan perkara dengan

stakeholder.
e. Mongoordinasikanarsip perkara.

f. Memberi dukungan informasi kepada Tim
Penanganan Perkara.

g. Merekapitulasidata penanganan perkara.
h. Melaksanakan tugas yang diberikan KepalaUPH.

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala
UPH.
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e. Membuat rancangan dan mengkoordinasikan
rencana kebutuhan biaya penanganan perkara di
lingkungan Zona atau pangkalan Bakamla RI.

f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala
UPHdikoordinasikan oleh Kasubbag TUUPH.
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2. Secara Khusus (Perkara yang Kompleks)

Sebelum proses penyerahan hasil tangkapan operasi kepada
penyidik, Komandan kapal mengirimkan telegram kepada Kepala
Bakamla RI(tembusan Deputi Opslat, Direktur Hukum, dan Kepala
UPH)dan dilakukan gelar perkara pertama secara simultan oleh
UPH dan Direktorat Hukum dengan dikeluarkannya Saran
Pendapat Hukum (SPH)

Berkas perkara yang diyakini telah memenuhi bukti yang
cukup, maka Kepala Bakamla RI mengeluarkan surat perintah

A. Mekanisme Penyerahan Tangkapan Hasil Operasi Bakamla RI

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Direktorat Operasi Laut,
Unit Penindakan Hukum, dan Direktorat Hukum pada Rapat

Harmonisasi Strategi Operasi pada tanggal 4 Oktober 2018 dicapai
keselarasan mekanisme penyerahan tangkapan Operasi Bakamla RI
sebagai berikut:

1. Secara Umum
Sebelum proses penyerahan hasil tangkapan operasi kepada

penyidik, Komandan kapal mengirimkan telegram kepada Kepala
Bakamla RI(tembusan Deputi Opslat, Direktur Hukum, dan Kepala

UPH)dan gelar perkara dapat dilakukan secara simultan oleh UPH
dan Direktorat Hukum dengan dikeluarkannya Saran Pendapat
Hukum (SPH)

Berkas perkara yang diyakini telah memenuhi bukti yang
cukup, maka Komandan kapal sesuai perintah Kepala Bakamla RI

akan menyerahkan langsung kepada penyidik stakeholder yang
berwenang, dan secara paralel akan diikuti dengan proses
penanganan perkara oleh UPH dan Direktorat Hukum, yang
selanjutnya akan dilaporkan kepada KepalaBakamla RI;

BAB III

PROSEDURPENINDAKANHUKUM
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B. Prosedur Penanganan Perkara
1. Penanganan Perkara Terhadap Operasi Khusus

a. Unit Penindakan Hukum membentuk sebuah tim penyelidikan
dengan melibatkan personel dari Direktorat Operasi Laut atau
unit kerja lainnya di Bakamla RIuntuk melaksanakan kegiatan
penyelidikan terhadap laporarr/ inforrnasi dari masyarakat
terkait dugaan tindak pidana di laut dan melaporkan hasilnya
kepada pimpinan Bakamla RI (Kepala Bakamla RI, Sestarna
Bakamla RI, KepalaUPH,dan Direktur Operasi Laut).

b. Unit Penindakan Hukum bersama-sarna dengan Direktorat
Operasi Laut menindaklanjuti hasil penyelidikan yang akurat
dengan menggerakkan unsur Kapal Bakamla RI untuk
merapat ke tempat target untuk melaksanakan penindakan.

c. Setelah dilakukan penangkapan terhadap hasil Operasi

Khusus, unsur KapalBakamla RIsegera menerbitkan telegram
dan Unit Penindakan Hukum memberikan supervisi
penerapan hukum dan membantu proses penyerahan perkara
kepada pihak penyidik stakeholder yang berwenang agar dapat
dilaksanakan proses hukum lebih lanjut.

d. Untuk selanjutnya Unit Penindakan Hukum dapat membentuk
Tim Penanganan Perkara untuk melaksanakan koordinasi

pelaksanaan penanganan perkara yang terdiri dari personel UPH

dan Direktorat Hukum dengan tugas melaksanakan koordinasi

dengan Komandan kapal dan stakeholder penyidik, dan tim
penanganan perkara dapat melaksanakan gelar perkara kedua
untuk menguatkan bukti dan keyakinan stakeholder penyidik pada
proses penyerahan perkara oleh Komandan kapal sesuai perintah
Kepala Bakamla kepada stakeholder penyidik di darat, dan secara
paralel akan diikuti dengan proses monitoring-asistensi oleh
Direktorat Hukum dan UPH, yang selanjutnya akan dilaporkan
kepada Kepala Bakamla RI.
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2. Penanganan Perkara Terhadap Operasi Rutin
a. Unit Penindakan Hukum segera mempersiapkan Tim

Penanganan Perkara dengan Surat Perintah berdasarkan
berita telegramyang telah diterima dari Komandan Kapal dan

atau dari Kepala Kantor Zona Maritim serta mempersiapkan
segala administrasi yang diperlukan.

b. Unit Penindakan Hukum berkoordinasi dengan Direktorat
Hukum melalui Kasi Pertimbangan Hukum untuk analisis

kasus dan Saran Pendapat Hukum (SPH) berdasarkan
Telegramyang diterima dari unsur Operasi Bakamla RI.

c. Unit Penindakan Hukum melakukan rapat awal terhadap Tim
Penanganan Perkara yang akan melaksanakan kegiatan
penanganan perkara di lapangan berdasarkan Surat Perintah
dari KepalaBakamla RI.

d. Tim Penanganan Perkara bergerak menuju lokasi tempat

disandarkannya kapal tangkapan dan melaksanakan
koordinasi dengan stakeholder penyidik untuk proses
penyerahan perkara dalam kurun waktu tidak lebih dari 7x24

Jam.
e. Jika diperlukan, TimPenanganan Perkara dengan stakeholder

penyidik dapat melakukan pemeriksaan barang bukti,
dokumen kapal dan pelaku serta melaksanakan melaksanakan

Penyerahan perkara untuk dicek batas waktunya, baik yang
utama terkait Operasi Khusus ataupun Operasi Rutin, dimana
supervisi perkara tidak hanya khusus saat penanganan perkara,
tapi dilaksanakan saat onboard hingga saat kapal tiba di pangkalan.

Terkait hal ini dapat ditambahkan penjelasan tersendiri.

lanjutan dengan stakeholder terkait proses hukum yang
dilaksanakan terhadap kapal tangkapan hasil OperasiKhusus.
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C. Prosedur KoordinasiPenanganan Perkara

1. Tahap AwalKoordinasiPenanganan Perkara
a. TelegramKomandan Kapal atau Kepala Kantor Kamla Zona

Maritim.

b. Notulensi Pelaksanaan Rapat Awal dan Absensi Kehadiran
Rapat.

c. Saran Pendapat Hukum dari Direktorat Hukum.
d. Berkas pemeriksaan awal kapal.
e. Berita penyidikan awal.

f. Berita acara serah terima barang bukti dan kru kapal dari
KapalPenangkap ke Pangkalan Zonayang diterima Perwakilan
UPHdi Zonajika unsur operasi yangmenangkap dari Bakamla
RI (KN,Catamaran, RHIB),atau Berita acara serah terima
barang bukti dan kru kapal dari Kapal Penangkap ke
stakeholder penyidikyang berwenang.

gelar perkara bersama untuk menguatkan bukti dan

keyakinan stakeholder penyidik pada proses hukum
selanjutnya yang pelaksaannya tidak lebih dari 7x24 jam
sebagaimana tertulis pada butir (d)diatas.

f. Setelah tercapainya kesepakatan terhadap kapal tangkapan,

selanjutnya Tim Penanganan Perkara menyiapkan segala
bentuk keperluan guna mendukung kelancaran penyidikan
secara administratif dan dukungan operasional penyidikan
berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Standar Biaya
Penanganan Perkara Unit Penindakan Hukum.

g. Unit Penindakan Hukum memantau perkembangan
penyidikanyang dilaksanakan oleh PenyidikStakeholder.

h. Unit Penindakan Hukum melakukan koordinasi terkait
perkembangan penyidikan (Pembinaan,P21atau SP3).

1. Unit Penindakan Hukum mengumpulkan berkas administrasi
penyidikan sebagai bahan analisa dan evaluasi.
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D. LaporanPerkembanganProsesHukum
1. LaporanHasilKoordinasiPenanganan Perkara

a. Melaporkan hasil kegiatan Tim Penanganan Perkara dengan
instansi penyidikterkait meliputihasil gelarperkara atau hasil
pemeriksaan terhadap kapal tangkapan kepada Kepala Unit

Penindakan Hukum.
b. Keputusan pelepasan kapal tangkapan sebelum

dilaksanakannya proses penyidikanoleh penyidikstakeholder,
maupun pelimpahan perkara dari unsur penangkap langsung,
maupun melalui Tim Penanganan Perkara Unit Penindakan
Hukum kepada penyidikinstansi terkait, dilaksanakan setelah
adanya persetujuan unsur pimpinan Bakamla RI yang

diketahui oleh KepalaUnit Penindakan Hukum.

3. Tahap KoordinasiPenanganan Perkara Penanganan Lanjutan
a. Menugaskan tim Unit Penindakan Hukum dalam rangka

memantau dan berkoordinasiperkembangan penyidikanyang
dilakukan oleh penyidikstakeholder.

b. Melakukanpendataan dalam rangka analisa dan evaluasi (P21,
SP3 atau pembinaarr/dilepas) terhadap perkara yang
diserahkan kepada penyidikstakeholder.

2. Tahap Penyidikan

Bahwa proses penyidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh
penyidikstakeholderberdasarkan UUNomor8 Tahun 1981tentang
KUHAP(KitabUndang-undangHukumAcaraPidana).

g. Laporan pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

h. Berita acara serah terima berkas dan barang bukti ke penyidik.

i. Berita acara penolakan penerimaan perkara (apabila
stakeholder menolak menerima perkara tangkapan Operasi
Bakamla RI).
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2. LaporanHasilPenyelidikan
a. Tim Penyelidikan UPH yang mendapatkan surat perintah

kegiatan penyelidikan agar selalu menyampaikan
perkembangan kegiatan penyelidikan di lapangan kepada
KepalaUPHBakarnlaRI.

b. Tim Penyelidikan UPH melaporkan seluruh hasil kegiatan
penyelidikan kepada Kepala UPH baik pada tahap

pengumpulan bahan keterangan (pulbake~ maupun pada
tahap surveillance dalam bentuk laporan Laporan Informasi

(LI)yang disampaikan pada Kepala UPH, Direktur Operasi
Laut, Sestama Bakamla RI dan Kepala Bakamla RI untuk
selanjutnya mendapatkan arahan pada tahap penindakan oleh
unsur OperasiBakamla RI.

c. Dalarn hal telah disepakatinya pelimpahan perkara, maka
dilaporkan hasil serah terima berkas dan barang bukti kepada
KepalaUnit Penindakan Hukum.

d. Dalam hal kapal tangkapan yang dilakukan pembinaan
maupun dilepas oleh penyidik stakeholder setelah
dilakukannya proses hukum lebih lanjut, agar dilaporkan
kepada Kepala Bakamla RI melalui Kepala Unit Penindakan

Hukum melalui surat dengan melampirkan dokumen hukum
dan administrasi pendukung lainnya seperti telegram
pelepasan, berita acara pelepasan, surat pernyataan,
keterangan ahli dan hal-hal terkait lainnya.

e. Semua yang berkaitan dengan perkembangan proses hukum
dilaporkan oleh Kepala Unit Penindakan Hukum kepada
KepalaBakamla RI secara berkala dalam bentuk rekapitulasi
dan tabulasi perkara setiap bulan.
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2. ObjekPengendaliandan Evaluasi :

a. Personel UPHdan atau petugas yang ditunjuk berdasarkan
keputusan pimpinan.

b. Kegiatan penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal

sampai dengan penyerahan perkara kepada stakeholder/
penyidikyang berwenang.

c. Administrasiterkait SOPkoordinasi penanganan perkara.
d. Administrasilain yang mendukung penanganan perkara.

E. Pengendaliandan Evaluasi Satuan KerjaUPH
1. Subyek Pengendaliandan Evaluasi

a. KepalaBakamla RI.
b. Sekretaris Utama Bakamla RI.
c. Pejabat pengemban fungsi pengawasan di lingkunganBakamla

RI.

4. Laporan HasilKoordinasiAkhir

Dalam hal perkara/ penyidikan perkara, penyidik/stakeholder
yang menangani perkara tangkapan kapal hasil Operasi Bakamla
RI memberikan perkembangan informasi penyidikan sampai
dengan P21maupun SP3 kepada KepalaUnit Penindakan Hukum.

3. LaporanHasil Penyidikan

a. Penyidik/stakeholder yang menangani perkara/findak pidana

hasil tangkapan Bakamla agar menyampaikan pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan kepada UPHBakamla RI.

b. Penyidikdapat mengajukan permohonan bantuan operasional
maupun administrasi untuk mendukung kelancaran proses
hukum pada perkara hasil tangkapan Operasi Bakamla RI
kepada KepalaUnit Penindakan Hukum dengan menghindari
duplikasi pertanggungjawaban keuangan.
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5. Evaluasi KineIjaUnit Penindakan Hukum
a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas

UPH, dilakukan evaluasi kinerja dalam bentuk tabulasi
perkara dan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil
penindakan yang telah ditindaklanjuti berupa:

1) jumlah perkara yang diterima, diproses dan diselesaikan;
dan

2) rincian jumlah setiapjenis tindak pidana perkaranya hasil
tangkapan baik yang berhasil selesai hingga P-21,
maupun hasil pemeriksaan yang hanya diberikan

4. Hasil Pengawasan

Dalam hal hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran
terkait pelaksanaan prosedur koordinasi penanganan perkara
hingga penyerahan berkas perkara kepada penyidik instansi yang
berwenang, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan secara
beIjenjang (Kepala UPH, Inspektorat/Tim) sebelum diproses

sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Aparatur SipilNegara
Nomor 5 Tahun 2014 (untuk personel PNS UPH), dan untuk

personel UPHNonPNSdisesuaikan dengan aturan yang berlaku.

3. MetodePengawasan dan Pengendalian
a. Penelitian laporan.

b. Pengawasan melekat.
c. Petunjuk dan arahan.

d. Gelar Perkara.
e. Verifikasi/Asistensi/Advokasi.

f. Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Inspektorat.
g. Audit Investigasi (Wasrik khusus atas perintah Kepala

Bakamla RI) oleh Inspektorat atau Tim yang diajukan

berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah KepalaBakamla
RI.
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F. Wewenang,TanggungJawab dan Pembinaan

1. KepalaBakamla RIberwenang untuk:
a. memberdayakan seluruh sumber daya personel, materiil dan

anggaran, untuk menjamin terselenggaranya proses
penindakan hukum secara berjenjang;

b. menerima laporan analisa dan evaluasi hasil kegiatan UPH;
c. mengawasi proses pelaksanaan kegiatan UPH secara

betjenjang; dan
d. menentukan kebijakan lebihlanjut terhadap hasil kinerjaUPH.

pembinaan karena tindak pidana ringan maupun dilepas
karena unsur pidana yang tidak terbukti.

b. Evaluasi rekapitulasi data dan hasil penindakan yang
dilaksanakan secara beIjenjang dari tingkat zona maritim
hingga ke tingkat pusat.

c. Melaporkan tabulasi perkara dan rekapitulasi data perkara
tiap bulan oleh Kepala UPH kepada Kepala Bakamla RI
ditembuskan kepada Sestama Bakamla RI, para Deputi dan
satuan kerja terkait.

d. Membuat laporan capaian kinerja triwuIan, semester dan
tahunan oleh Kepala UPH kepada Kepala Bakamla RI
ditembuskan kepada para Deputi dan satuan kerja terkait.

e. Laporan-laporan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas
sebagai bahan pemantauan perkembangan penindakan

hukum oleh UPHatas proses penyidikan oleh instansi yang
menerima penyerahan perkara hasil tangkapan Operasi
Bakamla RI.

f. Analisadan evaluasi penyerapan anggaran DIPAUPHBakamla
RI.
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G. AdministrasiPerkara

Administrasi Penindakan Hukum sesuai dengan kualifikasi terdiri
dari Rahasia, Penting, Segera,dan Biasa, yang meliputi:
1. Surat Perintah Penyelidikan,Penindakan dan Penanganan perkara.
2. Berkas Perkara dari unsur kapal penangkap meliputi:

a. LaporanKejadian;
b. Pernyataan tentang Posisi;
c. Surat Perintah Pemeriksaan Kapal;

d. Berita AcaraPemeriksaan Kapal;
e. Pernyataan Hasil Pemeriksaan;
f. Pernyataan Hasil Pemeriksaan Surat-Surat;
g. Pernyataan KeadaanMuatan;
h. Pernyataan TidakTersedianyaBuku Jumal;

1. Surat Perintah Penangkapan;
j. BeritaAcaraPenangkapan Kapaldan Orang;
k. Surat Perintah MembawaKapal;
1. Perintah Ad Hoc;

m. Ad Hoc Order,

n. Berita AcaraTindakan MembawaKapal;

2. KepalaBakarnla RImempunyai tanggung jawab secara manajerial
terhadap:

a. keselarnatan personelUPHyang melaksanakan tugas;

b. peningkatan pengetahuan dan keterarnpilan dan pendidikan
untuk meningkatkan profesionalismedi bidangnya;

c. jika terjadi gugatan, somasi, pengajuan pra-peradilan terhadap
perkara tangkapan hasil kegiatan operasi Bakamla RI dan
penegakan hukumnya, akibat hukum yang ditimbulkan,
komplain masyarakat dan pemberitaan media massa yang
dapat menimbulkan opini yang keliru terhadap institusi

Bakamla RI, maka Kepala Bakarnla RI mendelegasikan
Direktorat Hukum untuk melaksanakan pendampingan.
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perkara kepada KoordinatorAdministrasi.

pendukung lainnya guna pertanggungjawaban keuangan

(penuabku) serta pencairan anggaran sesuai tertib

administrasi.
b. Personel UPH menyerahkan segala bentuk

pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penanganan

2. Pelaksanaan
a. Personel UPH yang bertugas dalam koordinasi penanganan

perkara pada saat pelaksanaan kegiatan penanganan perkara
menyimpan segala bentuk kwitansi asli dan kelengkapan

H. Anggaran Penanganan Perkara
Seluruh pelaksanaan kegiatan dan operasional Unit Penindakan

Hukum ditanggung oleh DIPABakamla RI.
1. Tahap Awal

Koordinator Administrasi segera berkoordinasi dengan PPK
dan Bendahara Bakamla RI untuk menyiapkan anggaran guna

kelancaran pelaksaan kegiatan.

o. Berita Acara Penerimaan Kapal,ABKdan dokumen;

p. Berita Acara Penyerahan Berkas Pemeriksaan, Penyerahan
Dokumen Kapal beserta Barang Bukti Kapal dan ABKdari
Komandan Kapal kepada Penyidik Stakeholder, dan

q. Formulir Berita/Telegram;

3. Berita Acara Penyerahan Berkas Pemeriksaan, Dokumen Kapal
beserta Barang Bukti Kapal dan ABKdari Komandan Kapal kepada
Zonal UPHI Instansi Penyidik.

4. Berita Acara Berkas Pemeriksaan, Penyerahan Dokumen Kapal
beserta Barang Bukti Kapal dan ABKdari KepalaZona/UPH kepada
Instansi Penyidik.

5. Rekapitulasi Penanganan Perkara.
6. Tabulasi Penanganan Perkara.
7. Laporan Penanganan Perkara.
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3. Tahap Akhir

Koordinator Administrasi menyerahkan segala bentuk
pertanggungjawaban anggaran terkait pelaksanaan koordinasi
penanganan perkara kepada bagian keuangan Bakamla RI untuk
segera dilakukan reimbursement dengan administrasi
pertangungjawaban keuangan (penuabku) yang lengkap.

Mekanismeanggaran koordinasi penanganan perkara sebagai
berikut:
a. Telegramhasil tangkapan operasi Bakamla RIdari Komandan

Kapal/Kepala Kantor KamlaZona Maritim ditujukan kepada
Kepala Bakamla RI dengan tembusan Sestama, Deputi,
DirekturOperasi Laut dan KepalaUPH.

b. Kepala UPH berdasarkan telegram mengajukan nama-nama
personel Tim Penanganan Perkara yang dicantumkan dalam

Surat Perintah kepada KepalaBakamla RI.

c. Tim Penanganan Perkara melakukan koordinasi dengan
Stakeholder Penyidik/ UnitTeknislainnya dalam penanganan
perkara, jika timbul anggaran yang disebabkan dalam proses
hukum terhadap perkara hasil tangkapan Bakamla RI,
Stakeholder Penyidik /Unit Teknis lainnya dapat mengajukan

anggaran disertai Pemyataan PemakaianAnggaran(agar tidak
ada duplikasi anggaran),yang ditujukan kepada KepalaUPH.

d. Pemeriksaanberkas, tanda bukti sesuai denganpaguUPHoleh
KoordinatorAdministrasidengan ketentuan:
1) Dalam hal belum lengkap, berkas dikembalikan kepada

Stakeholder Penyidik/Unit Teknis lainnya untuk
dilengkapi.

c. Biayapenyidikan UPHyang penganggarannya diperuntukkan
pembiayaan penyidikan stakeholder dikoordinasikan kepada
KoordinatorAdministrasi.

d. Koordinator Administrasi melaporkan semua bentuk
penggunaan anggaran secara berkala kepada KepalaUPH.
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2) Dalarn hal sudah lengkap, selanjutnya diajukan kepada
KepalaUPHdan/atau PPKuntuk disetujui.

e. PPK meneruskan kepada Kabag Keuangan untuk proses
pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. KoordinatorAdministrasi mendistribusikan dana yang sudah
dicairkan kepada pihak sesuai peruntukannya berdasarkan

pengajuan kebutuhan.
g. Koordinasi proses pencairan dilakukan oleh Koordinator

Administrasi, PPKdan KabagKeuangan.
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A.TaufiqR.

Laksamana MadyaBakamla

KepalaBakamla RI,

Petunjuk pelaksanaan mi merupakan penjabaran umum yang

digunakan oleh penyelenggara di lingkungan Bakamla RI yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan penanganan perkara hasil tangkapan operasi
Bakamla RI.

Untuk kedepannya, petunjuk pelaksanaan ini akan ditinjau dalam
penerapannya agar secara aktual tetap menjamin optimalisasi pelaksanaan
penanganan perkara hasil tangkapan operasi Bakamla RI sesuai dengan
sumber daya yang dimilikioleh Bakamla RIdan kebutuhan organisasi.

Demikian Peraturan Kepala Bakamla RI tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penanganan Perkara Hasil Tangkapan Operasi Bakamla RI disusun untuk
dipedomani dalam melaksanakan tugas.

BABIV

PENUTUP
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---------

Tembusan:
1. Sestama BakamlaRI;
2 .
3. Dst.

A. TaufiqR.
LaksamanaMadyaBakamla

Dikeluarkandi Jakarta
Padatanggal " 20 .

KepalaBakamlaRI,

1. Seterimanya surat ini segera melaksanakan Koordinasi penanganan
perkara terhadap KM tangkapan KALIKN/KP........ pada operasi
Bakamla...... di ....... Provinsi .......... ;

2. Berangkatdan kembalisesuai daftar ter1ampir;
3. Melakukanpersiapandan berkoordinasidengan pihak-pihakterkait;
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa

tanggungjawab;
5. Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada DIPA

BakamlaRI TA .... (MA. .......... ); dan
6. Melaporkanpelaksanaantugas kepada KepalaBakamlaRI.

Daftar nama ter1ampirKepada

Untuk

Memberiperintah

1. ProgramKerja BakamlaRI Tahun 2019;

2. Keputusan Kepala Bakamla RI Nomor ....Tahun ..... tentang Standar
Operasional Prosedur Koordinasi Penanganan Perkara Unit
PenindakanHukumBadanKeamananLaut Republik Indonesia;

3. Telegram Komandan .... nomor .....
4. ProgramKerja BakamlaRI Tahun 20 ....

Dasar

Bahwadalam rangkakoordinasipenangananperkarakapal di '" ,
Provinsi , maka per1udibuatkan surat perintah

Menimbang

SURAT PERINTAH
Nomor: SPRIN- IKEPALAI 1201 ..

KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
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A. Taufiq R.
Laksamana Madya 8akamla

Kepala 8akamla RI,

No Nama Jabatan Tanggal Rute KeteranganPenugasan

1. (Pangkat) .............. Kepala Unit - - Penanggung
(Nama) ................. Penindakan Hukum Jawab

2. (Pangkat) .............. - - - Ketua Tim(Nama) .................

3. (Pangkat) .............. - - - Anggota(Nama) .................

4. (Pangkat) .............. - - - Anggota(Nama) .................

5 (Pangkat) .............. - - - Anggota(Nama) .................

TIM KOOROINASI PENANGANAN PERKARA
TERHAOAP KM ..

01 PROVINSI .

LampiranSurat Perintah Kepala 8akamla RI
Nomor : Sprin- IKEPALAI... .I201..
Tanggal 201..
Tentang : Koordinasi Penanganan

Perkara terhadap KM .
rangkapln KALIKN/KP ..
di Provlnsi ..
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Setelah kapal motor tersebut merapat lambung kananj kiri Unsur Operasional
Bakamla rnaka dapat diketahui bahwa kapal motor tersebut merupakan
kapal nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bendera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., kemudian terhadap kapal motor tersebut
dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, baik terhadap muatan maupun
kelengkapan suratjdokumen ternyata nahkoda tidak dapat menunjukkan
suratj dokumen yang mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan kejadian tersebut di atas, maka Komandan Unsur Operasional
Bakamla .. memerintahkan untuk menghentikan
kapal motor tersebut, namun kapal motor tersebut berusaha melarikan din
dengan menambah kecepatan maksimum dengan halu menghindar, sehingga
terjacli pengejaran, sambil bermanuver berputar-putar dan terlihat kapal motor
tersebut oleh karena itu Komandan memerintahkan
untuk memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Namun kapal motor
tersebut masih tetap melarikan diri, setelah jarak semakin dekat kapal motor
tersebut stop mesin dan berhenti pada posisi /

Bahwa pada saat Unsur Operasional Bakamla .
berada pada posisi telah melihat/menangkap basah
adanya sebuah kapal motor dengan jarak kurang
lebih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mil laut dengan menggunakan
teropong (tipe yang cligunakan). Kemudian diyakinkan dengan
menghidupkan radar (tipe radar). Dan hasil penglihatan
dengan jelas terlihat Kapal Motor tersebut melakukan kegiatan .
pada posisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. yang masih berada pada wilayah
perairan Jndonesia.

Nama .
PangkatjNRPjNIP .
Jabatan .

Pada hari ini, . . . . .. tanggal bulan tahun sekira
pukul oleh saya :

LAPORAN KEJADIAN

MDAN ICEAMANAN&.AUT
1t£IIUeUK INDONESIA

ICN/ICAL/KP .

- 39 -



Keterangan :

* Dltanda tangani oleh
Pejabat KN/ KAL/KP
yang saat kejadian
sebagai Penvira
Jaga/Bintara Jaga (atas
nama Dan KN/KAL/KP).

Pangkat/NRP/NJP .

. . . . . . . . ,. .

*,. ,. . ,. ,. ,. .

DemikianJah laporan kejadian tni dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
surnpah jabatan, kemudian dirutup dan ditandatanganidi .

Dati hasil pemeriksaan kapal motor tersebut, maka Komandan Unsur
OperasionaJ Bakarnla memerintahkan agar
kapal dikawaJ/dibawa/digandeng oleh Tim Kawai
menuju ke peJabuhan untuk diserahkan
kepada guna penyelesaian perkaranya lebih lanjut.
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Keterangan :
* Ditanda tangani pejabat KN/KAL/KP

yang saat kejadian sebagai Perwira
Jaga (atas nama Dan KN/KAL/KP).

.Juru Bahasa

Pangkat/NRP/NIP .

Komandan*Nakhoda Kapal

Posisi / .
KM diperiksa dan dilakukan penangkapan.

Keterangan :

Referensi: Peta Laut Indonesia Nomor : .
Posisi / .
KM pertama kali di deteksi
Posisi / .
KM . . . . . . . . . . . . . . . . .. dilihat sedang melakukan .

aADM ICIUWIAN LAUT
IlIPUlUIC INDONIIIA

KIII/ICALIICP .

GAMBAR/OLEAT PENANGKAPAN TERHADAP KM .
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Keterangan :

* Nama Lengkap

( ) *.......................
Tandatangan/Cap

Menyetujui
NakhodaKapal .

Komandan .

Di laut .
Pada tanggal .

sesuai dengan kenyataan.

Dernikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaen atau
tekanan dari siapapun.

(posisi pada saat diperiksa dan dilakukan
benar berada pada. .Kapal, .

poaisi .

penangkaan) .

4. Benar bahwa poaisi yang tercanturn di dalam gambarj'oleat penangkapan

......... J

posisi (posisi pada saat didekati].
3. Pada tanggal . . . . . . . . . . • pukul . . . .

benar berada pada
. . ,.........

Yangbertanda tan di bah' .'gan 1 aw Inl saya . . . . . . . . . . . . . " *
Jabatan Komandan Kapal menerangkan bahwa:
1. Pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . , pukul . . . . . .

.....• OJ

Kapal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benar berada pada

posisl (posisi saat dideteksi).
2. Pada tanggal , pukul

Kapal .

PERNYATAAN TENTANG POSISI

BADANKlANANAN lAUT
RlPUtlUK INDONESIA
KN/KAl/KP .
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Pangkat/NRP/NIP .

Dikeluarkan di .
Pada tanggal .
Komandan .

1.Melakukan pemeriksaan terhadap :
a. Kapal beserta perlengkapan.
b. Muatan di atas Zdidalam palka kapal.
c. Peralatan yang digunakanj'rnelakukan Tindak Pidana.

2. Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat Berita
Acara.

3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

1.

2.

3.

4.

1.Undang-Undang Nomor ;
2 ,
3 .

DIPERINTAHKAN

Selesai.

Untuk

Kepada

Dasar

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut terhadap
KapaJ berbendera yang diduga keras
digunakan sebagai alat bukti melakukan tindak pidana tanpa izin.

///Nomor: Sprin-
SURATPERINTAHPEMERIKSAANKAPAL
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Pemeriksa juga telah melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang
mendukung kegiatan di perairan .
Indonesia dan ternyata Nakhoda tidak mernpunyai surat-surar/dokumen
apapun ..

9. Muatan .
10. Alat penangkap ikan : .

: orang termasuk Nakhoda

1. Nama kapal
2. Jenis
3. Bendera
4. Nama Nahkoda :
5. Umur
6. Agama
7. Alamat
8. Jumlah ABK

Dan perneriksaan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan dan Peraturan
Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut, Surat Perintah
Kornandan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Nomor:.....................
tanggal . . . . . , telah melakukan perneriksaan terhadap sebuah
kapal. . . . . . . berbendera . . . . . . . . . . . . di
perairan .atau tepatnya pada
posisi . . . . . . . . . . . yang termasuk dalam
wilayah Indonesia.

bulanPada hari ini, . . . . . .. .tanggal . . . . .
tahun sekira pukul so.yo. :

Nama
Pangkat / NRP/ NIP:
Jabatan

BERITAACARAPEMERIKSAANKAPAL
Nomor : BA- / / /

BADAN ICIAMANAN LAUT
ItIPUeUI( UtDOfffSIA

ICN/ICAL/ICP .
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Pangkat/NRP/NIP .

Nakhoda .
Ketua Tim Pemeriksa

Demikian Berita Acara Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini dibuat
dengan sebenamya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di . . . . . . . . . .. pada hari dan tanggal seperti di atas.

Selanjutnya pada han itu juga KM dibawa oleh penangkap
menuju pelabuhan dengan dikawal tim kawal, merapat di
dermaga sekitar pukul . . . . . . . .. dalam keadaan aman dan segera meJaporkan
kepada Kepala Kantor Zona Maritim .
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Keterangan :
* Sebutkan nama lengkap.

KomandanMenyetujui
Nakhoda Kapal .

Pada tanzzal
Dikeluarkan di .

Yang bertanda tangan di bawah ini *
Komandan Nakhoda KapaJdari menerangkan
bahwa dalam pemeriksaan kapal dengan barang muatan kapal dan barang
kepunyaan awak kapaJ atau penumpang, tidak terjadi kerusakan atau
kehilangan dan segala sesuatu berjalan dengan teratur dan baik.

Posisi

Nama Kapalyang diperiksa : .
Tanggal .
PukuJ .

PERNYATAAN HASIL PEMERIKSAAN

Io\DIM ICIMU!UN &.AUT
IlIPWUIC JNOOIIIISIA

IOtJICALJICP _
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Keterangan :
t. • Sebutkan nama lengkap.
2. Untuk sub a dan b tidak

dicanturnkan bila tidak
perlu

Dikeluarkan di .
Pada tanggal .

KomandanMenyetujui
Nakhoda Kapal ,

2)

3)

4)

Yang bertandatangan di bawah ini * Jabatan
Komandan kapal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menerangkan bahwa pada
waktu melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

a. Surat-surat (sertifikat) kapal lengkap sesuai ketentuan perundang­
undangan yang ditentukan.

b. Tidak memiliki surat-surat seperti di bawah ini dimana hal itu
diharuskan :
1) , , .

Nama Kapal yang diperiksa
Tanggal
Pukul
Posisi

PERNYATAANHASILPEMERIKSAANSURAT-SURAT

~ ICIAMANA" LAUT
ItlPUBUIC INDONISIA
1CN/1CAl/1C'.••.••••••••••••.••
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Keterangan :
1. *' Sebutkan nama Jengkap.
2. Untuk sub a dan b tidak

dicantumkan bila tidak perlu

Komandan .

Pada tanzzal
Dikeluarkan di .

Yangbertandatangan di bawah ini *'
Jabatan Komandan KapaJ menerangkan bahwa
keadaan muatan sebelum perneriksaan adalah sebagai berikut :

a. Muatan kapaJ sesuai dengan daftar muatan.
b. Muatan kapal berbeda dengan daftar muatan dengan penjelasan

sebagai berikut :

Posisi

Nama KapaJyang diperiksa : .
TanggaJ .
Jam

PERNYATAAN KEADAAN MUATAN

IADAN ~ .. LAUT
ItDWUIC IIIIOCMIISIA

IClll/lCAlJO ••••••_••.•••_._

.

II
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Keterangan :
1. * Sebutkan nama lengkap.
2. Untuk sub a dan b tidak

dicantumkan bila tidak
perJu

Komandan .

Dikeluarkan di .
Padatanggal .

4)

3)

2)

Yang bertandatangan di bawah ini * Jabatan
Komandan kapal menerangkan bahwa
pada waktu melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

a. Surat-surat (sertifikat) kapal Jengkap sesuai ketentuan perundang­
undangan yang ditentukan.

b. Tidak memiliki surat-surat seperti dibawah ini dirnana hal itu
diharuskan :
1) .

Posisi

Nama Kapal yang diperiksa .
TanggaJ .
Pukul .

PERNYATAAN TIDAK TERSEDIANYA BUKU JURNAL

UDo\N ICUMAJIM LAU1'
RIEPUeW( INDONESIA

1OII/~/1CP "~"""""'"''
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Keterangan :
.. Sebutkan Nama Lengkap Nakhoda
** Uraikan ASK
*** Uraikan secara singkat tindak pidana

Pangkat/NRP/NIP .

Komandan .
Pada tanggal
Dikeluarkan di .

Selesai.

1. Melaksanakan penangkapan terhadap :
a. Kapal .
b * dan **

2. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat bahwa
Kapal telah melakukan tindak pidana .

3. Pemeriksaan dilakukan pada posisi .
4. Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat

Berita Acara Penangkapan.
5. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepada
Untuk

Oeser 1.Undang-Undang Nomor ;
2 ;
3 .

DIPERINTAHKAN

Pertimbangan : Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, perlu melakukan
tindakan penangkapan terhadap Kapal . . . . . . . . . . . . .
berbendera yang diduga melakukan tindak
pidana .

//
SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor: Sprin- /

MOAN ICIAMANAN LAUT
"I!lUlUK INDONESIA

KNJICAt./K' ..
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- -- -- --- ------------

Umur
Agama
Jenis Kelamin

b. Tersangka dengan identitas :
Nama . . . . . . . . . . . . . . . .. beserta ..... orang ABK.

Kewarganegaraan : .

... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . ..

Bendera
Tonage
Tanda selar
Jenis kapal
Perusahaan
Pemilik
Nahkoda
Jumlah ASK

Berdasarkan Surat Perintah Komandan Nomor . . . . .
tanggal telah melakukan penangkapan di perairan atau tepatnya
pada posisi sekitar terhadap:

a. Kapal dengan identitas sebagai berikut :
Nama kapal .

Pangkat/NRP/NIP
Jabatan

Nama

. .... bulanPada han ini, . . . . . . . . tanggal.
tahun pukul oleh saya :

BERlTA ACARA PENANGKAPAN KAPAL DAN ORANG
Nomor : BA- / / /

MOM ICIAMAUN LAUT
Uil'UeUlC INOONUIA

1CJll/1CAL/1C' _ .
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Pangkat/NRP/NIP .

Dikeluarkan di .
Pada tanggal .
Komandan .

f.

Setelah tindakan pemeriksaan di tempat ternyata
kapal tidak dapat menunjukkan surat-surat
yang mendukung kegiatan pelayaran kapaJnya serta kegiatan
penangkapan ikan Zsurvey (sebutkan jenis kegiatannya) tersebut.
Bahwa oleh karen a itu Nakhoda beserta ASK KM dinyatakan
ditangkap karena telah diduga keras telah melanggar
pasal .

e.

c.
d.

a.
b.

Tindakan penangkapan tersebut di atas dilakukan karena .

Nakhoda .Pekerjaan
Kewarganegaraan
Alamat
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Pangkat/NRP/NIP .

Komandan .

Pada tanzzal
Dikeluarkan di .

Selesai.

1. Membawa kapaJ berbendera . . . . .. . .
dengan ketentuan :
a. Membawa kapal ke pelabuhan .
b. Kembali setelah selesai.

2. Setelah melaksanakan surat perintah ini segera mernbuat Berita
Acara.

3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

Untuk

Kepada

DIPERlNTAHKAN

Pertimbangan Untuk kepentingan perneriksaan Jebih Janjut, perlu dilakukan
tindakan membawa kapaJ yang diduga keras
telah melakukan tindak pidana . . . . . . . . . . di perairan
wilayah Indonesia.

Dasar 1.Undang-UndangNomor ;
2 ;
3 .

SURAT PERINTAH MEMBAWA KAPAL
Nomor: Sprin- / / /

lAGAN ICDMANANLA'"
RPUaUIC IJlDOffISlA

1tIe11CALJ1CP _
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Pangkat/NRP/NIP .

Komandan , .

Pada tanzaal
Dikeluarkan di .

3. Di kapal Tuan akan ditempatkan yang bertugas
untuk mengawasi pelaksanaan perintah ini.

4. Mereka tidak akan mencampuri pekerjaan-pekerjaan di kapal atau urusan
navigasi, tetapi selalu siap sedia untuk memberikan bantuannya kepada
Tuan dan apabila diperlukan perawatan alas diri anggota tersebut, maka
perawatan tersebut dibebankan serta dipertanggungjawabkan kepada Tuan.

5. Perintah Ad Hoc ini agar dilaksanakan nakhoda dan ditindaklanjuti oleh
aparat penegak hukum lain sesuai ketentuan undang-undang.

1. Selambat-larnbatnya pukul WIB/WITA/WITtanggal .
menuju ke dimana akan diadakan pemeriksaan lebih
lanjut.

2. Rute yang Tuan harus tempuh adalah sebagai berikut :

Nakhoda/ Juragan Kapal .

DIPERINTAHKAN

Kepada

//
PERINTAHADHOC

Nomor:AdHoc- /

UDAN ICU".ANAN LAUT
1t1"'1U1( INDONIIIA
ICN/KAl/I(' _•.••.••
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Note : This only for domestic
ship and which has agency in
Indonesia

( )

Captain of the vessel .

I here declare the order is know to me and is understood

Comanding Officer

At Sea .
On .

They willnot interfere with the work and the navigation of the ship.
If necessary they are ready to assist you any time you need. Their provisions
during the stay on board is your rensponsibility.

your ought to take the shortest ang the savest way and you are not aJlowed to
enter any harbour on your way.
For the supervision of the execution of order on board your ship will be post

Proceed with your ship exactly at . . . . . . . . . .. hour to where further
examination will be held. The route order is as follow:

//
ADHOC ORDER

Number: AdHoc- /

To Captain of the Vessel

IADAN ICUMAIIAN LAUT
U"'*ll( UfOOIIIISlA
D/WAI./ .
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2. Ada dugaan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana sebagaimana
tersebut di atas, ada kekhawatiranj'bahaya karena keberangkatan kapal
terse but dari perairan Indonesia maka akan lolos atau dengan cara lain
menghindarkan diri dari pemeriksaan lebih lanjut .

1. Diketahui sedang melakukan kejahatan atau tindak pidana . . . . . . . . . .
sebagaimana tersebut pad a pasal dengan membawa para
ABK(terlampir], barang bukti (terlampir).

Selaku pemeriksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang Kelautan,
Peraturan Presiden Nomor 178 ten tang Badan Keamanan Laut, Surat Perintah
Komandan Nomor Sprin- / / /20 .
tanggal . . . . . . . sejak hari . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . bulan . . . . . . .
tahun telah membawa kapal .
ke pelabuhan sebagai pelabuhan negara RI dari ternpat
tersebut di atas dan tiba pada hari tanggal bulan .
tahun sekira pukul dalam keadaan aman. Tindakan
tersebut diambil karena :

Nama
Pangkat/NRP/NIP
Jabatan

Pada hari in] tanggal bulan tahun dua
ribu saya :

BERlTAACARATINDAKANMEMBAWAKAPALKM .
Nomor : BA- / / /

MOAN KlAMMAN LAUT
ItIIlUeUK INDONISU

10t/lCAL/KP ..
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Pangkat/NRP/NIP .

Mengetahui :
Komandan .

Pangkat/NRP/NIP .

Yang Membawa Kapal
selaku

Ketua Tim KawaiNakhoda

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .
pada hari dan tanggaJ seperti terse but di atas.
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Pangkat/NRP/NIP .

Yang Menerima
PenyidikNakhoda

BERITAACARAPENERIMAANKAPAL ,
ABK DAN DOKUMENKAPAL .

Nomor:BA- 1 1 1
Pada hari ini, tanggal bertempat di .

pada posisi sekitar perairan oleh saya :
Nama .
Pangkat/NRP .
Jabatan .
Berdasarkan Surat Perintah Komandan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor Sprin- 1 1 120 tanggal sejak
hari . . . . . . .. tanggal . . . . . . . . ... telah menerima penyerahan dari Nakhoda
kapal dalam keadaan arnan. Penyerahan tersebut berupa :

1. Satu buah kapaJ (ikan/kargo/dll) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. berikut
peralatan dan muatannya [terlarnpir].

2. . . . . . . . . . orang ABK kapaJ . . . . . . . .. masing-masing:
a. Nama

Kebangsaan
Pekerjaan

b. Nama
Kebangsaan
Pekerjaan

3. Surat-surat kapal :
a. SIB
b. Sertiftkat KeJayakan
c. Pas tahunan
d .

Dernikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
Sumpah Jabatan, teJah dibacakan dalam bahasa Indonesia (bahasa asing) dan
Nakhoda teJah mengerti dan menyetujui isinya.

UDAN ICIAMANAN LAUT
.",auK INOONISIA
KIt/KAl/1CI' ..
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5. Lain-lain.

4. Berkas pemeriksaan.

3. Alat-alat perlengkapan berupa .

2. lkarr/ sebanyak .

1.Kapal/KM berbendera beserta Nakhoda dan ABK
sejumlah ( ) orang.

Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua, berkas pemeriksaan
barang bukti kapal dan kru dalam keadaan lengkap dan baik/ buruk terdiri
atas:

2. Nama .
Pangkat/NRP/NIP .
Jabatan .

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

1. Nama .
Pangkat/ NRP/ NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan .

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Pada hari ini, tanggal pukul ,
masing-rnasing yang bertandatangan di bawah ini :

BERITA ACARAPENYERAHANBERKAS PEMERIKSAAN
BERIKUT KAPALDAN KRU

(Dari Unsur Patroli)
Nomor : BA- / / /

IAOAN ICIAMAIIWII LAUT
alPUeUK PlDONISIA
KN/ICAL/K' .
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Saksi IISaksi I

Pangkat/NRP/NIPPang}<at/NRP/NIP

Yangmenyerahkan
Pihak I

Yangmenerima
Pihak II

Demikian Berita Acara Penyerahan Berkas Pemeriksaan berikut kapal dan kru
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal seperti
tersebut di atas.
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5. Lain-lain.

4. Berkas pemeriksaan.

3. Alat-alat perlengkapan berupa .

2. Ikan/ sebanyak .

1.Kapal/KM berbendera beserta Nakhoda dan ABK
sejumlah ( ) orang.

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua, berkas pemeriksaan
barang bukti kapal dan kru dalam keadaan lengkap dan baik/buruk terdiri
alas:

2. Nama .
Pangkat/NRP/NIP '.' .
Jabatan .

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

1.Nama .
Pangkat/NRP/NIP .
Jabatan .

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Pada hari ini, tanggal pukul ,
masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

IANN ICUM·.UII LAUT
ItIPUeUK INDONUIA

utllT NNJNOAI(AN HUK\M

BERITAACARAPENYERAHANBERKASPEMERIKSAAN
BERIKUTKAPALDANKRU

(Kepada Penyidik)
Nomor: BA- / / /
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A. Taufq R.
Laksamana Madya Bakamla

Kepala Bakamla RI,

SaksillSaksi I

Pangkat/NRP/NIPPangkat/NRP /NIP

Yang menyerahkan
Pihak I

Yang menerima
PihakIl

Demikian Berita Acara Penyerahan Berkas Pemeriksaan berikut kapal dan kru
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kernudian
ditutup dan ditandatangani eli . . . . . . . . . . . . . pada hari dan tanggal seperti
terse but di atas. .
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8 Stat Peraturan Internal

6 Kasubbag Per. Internal A. TaufiqR.
Laksamana MadyaBakamla7 Stat UPH !:vel;

5 PPK UPH
4 Kabag Ortala

2 PIt. Deputi Inhuker
Sestama

OTENTIFIKASI

3 Kepala UPH

KepalaBakamla RI,
JABATANNO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 5e.pt.e.mbe.r .2..0£<3

Pasal9
Peraturan KepalaBakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Pasal8
Pada saat Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku,
Surat Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar
Operasional Prosedur Koordinasi Penanganan Perkara Unit
Penindakan Hukum Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Hasil Tangkapan
Operasi Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Bakamla RI ini.
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6 Kasubbag Per. Internal
5 PPK UPH
4 Kabag Ortala
3 Kepala UPH
2 PIt. Oeputi Inhuker

NO JABATAN
1 Sestama

OTENTIFIKASI

A.TaufiqR.
Laksamana MadyaBakamla

KepalaBakamla RI,

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan penjabaran umum yang
digunakan oleh penyelenggara di lingkungan Bakamla RI yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan penanganan perkara hasil tangkapan operasi
Bakamla RI.

Untuk kedepannya, petunjuk pelaksanaan ini akan ditinjau dalam
penerapannya agar secara aktual tetap menjamin optimalisasi pelaksanaan

penanganan perkara hasil tangkapan operasi Bakamla RI sesuai dengan
sumber daya yang dimilikioleh Bakamla RIdan kebutuhan organisasi.

Demikian Peraturan Kepala Bakamla RI tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Perkara Hasil Tangkapan Operasi Bakamla RI disusun untuk
dipedomani dalam melaksanakan tugas.

BABIV

PENUTUP
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5 PPK UPH
4 Kabag Ortala
3 Kepala UPH
2 PIt. Deputi Inhuker

NO JABATAN
1 Sestama

OTENTIFIKASI

A. Taufq R.
Laksamana Madya Bakamla

Kepala Bakamla RI,

SaksillSaksi I

Pangkat/NRP/NIPPangkat/NRP/NIP

Yangrnenyerahkan
Pihak I

Yangmenerima
Pihak II

Demikian Berita Acara Penyerahan Berkas Pemeriksaan berikut kapal dan kru
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah .Jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatangani di pada han dan tanggal seperti
tersebut di atas.

- 62-



o IKUTIPERKEMBANGAN

o TANGGAPAN & SARAN

o SEBAGAI BAHAN

C-1..

o SIMPAN

o SPRI

o ESELON IV : .

o ESELON III : .

ESELON IIo

o KA. UPH·

SESTAMA 0 KA. ZONA BARAT 0 DIR. LlTBANG

0 DEPUTIINHUKER 0 KA. ZONA TENGAH 0 DIR. KEBIJAKAN

0 DEPUTI JAK STRA 0 KA. ZONA TIMUR 0 DIR. LATIHAN

0 DEPUTI OPS LAT 0 DIR. DATIN 0 DIR. OPS UDARA

0 INSPEKTUR 0 DIR. HUKUM 0 DIR. OPS LAUT

0 STAF KHUSUS 0 DIR. KERMA 0 KAROUMUM

0 DIR. STRATEGI 0 KAROSARPRAS

AKSI

0 ACC 0 TIDAKHADIR 7'TINDAK LANJUTI

0 ACARAKAN 0 KOORDINASIKAN 0 LAPORKAN

0 WAKILl/TENTATIVE 0 SIAPKAN 0 UNTUK DIKETAHUI

DISPOSISI/CATAT AN :
C-1

ALAMAT AKSI

LAMPIRAN

: Kepala UPH Bakamla RI
: Segera
: NOMOR TAHUN

September 2019
: Pennohonan TTD Peraturan Kepala 8akamla RI tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Perkara Hasil Tangkapan Operasi 8akamla RI .

AGENDA SURAT

SURAT DARI
KLASIFIKASI
NOMOR SURAT
TANGGAL SURAT
PERIHAL

BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

TGL TERIMA : 06 September 2019

~: /7Go It/ ~ /1-o!!j

LEMBAR DISPOSISI

: 651ITTD/KAl2019NOMOR


